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Abstract
 

Keywords: Policy Implementation, Development of Animal Husbandry. 

This study aims to analyze the development of the livestock subsector 
policy implementation period 2009-2012, identifying the factors driving and 
inhibiting the development of the livestock sector in the city of TuaJ, and 
formulate strategies to optimize the implementation of policies and programs in 
the livestock subsector activities TuaJ . 

Authors approach the problem George Edwards III model implementation 
, with a focus on the factors of commUDication, resources, disposition/attitude and 
organizational structure. Research informants are stakeholders who playa role in 
the livestock subsector policy development and cattle ranchers who receive 
assistance from the Government ofTuaJ. Are determined by purposive sampLing. 

Research results show that the implementation of the policies and 
activities of the livestock subsector program 2009-2012 were not fully funded and 
implemented in the livestock sub-sector development operations as a whole. 
Supporting factors : (I) CommUDication : Clarity and adequacy of information 
through outreach to farmers / ranchers (2) Resources: The existing farm workers 
in the field of educational background S I. The government has allocated a budget 
to support the livestock sub-sector policies (3) Attitude/disposition: Officials to 
be open and clear in delivering the program in the form of policies and activities 
of the livestock subseetor. Farmers strongly supports the activities of the 
livestock sub-sector (4) Organizational Structure: The organizational structure in 
particular fields that deal with livestock has been formed . Inhibiting factors : (I) 
CommUDication intensity counseling is still lacking and need to be improved (2) 
Resources: no special technical officer primarily livestock extension workers and 
orderlies (3) The attitude/disposition : not all farmers who receive assistance 
laksanak controls the raising of livestock, less caring attitude toward the business 
of raising livestock (4) Organizational structure: the absence of SOP in the field 
of animal husbandry. In order to optimize the livestock sub-sector policy 
implementation in the city of Tual, applicable strategies include : (a) 
Intensification of cultivation of various types of livestock (b) Improvement of 
human resources through training farm and apprentice (c) Empowerment of 
farmer rancher/farmer group ; (d) Improving the quality of the training and 
development of livestock (e) Developing cooperation in livestock with related 
institutions and farm companies. 
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ABSTRAK
 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Petemakan
 

Di Kota Tual
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Program Pascasarjana Universitas Terbuka
 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Petemakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
pengembangan subsektor petemakan periode 2009-2012, mengidentifikasi faktor 
pendorong dan penghambat dalam pengembangan subsektor petemakan di Kota 
Tual, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan 
dan program kegiatan subsektor petemakan di Kota Tual. 

Penulis menggunakan pendekatan masalah implementasi model George 
Edwards ill, dengan folms pada faktor-fuktor komunikasi, surnber daya, 
disposisi/sikap dan stru1ctur organisasi. Informan penelitian adalah stakeholder 
yang belJlerllIl dalam pengambilan kebijakan pengembangan subsektor petemakan 
dan petemak yang menerima bantuan temak dari Pemerintah Kota Tual. Yang 
ditentukan secara purposive sampling. 

Hasil penelitan menunjukan bahwa implementasi kebijakan program dan 
kegiatan subsektor peternakan 2009-2012 belurn sepenuhnya dapat dibiayai dan 
diimplementasikan dalam kegiatan operasional pembangunan subsektor 
peternakan secara keseluruban. Faktor Pendukung : (l) Komunikasi : Kejelasan 
dan kecukupan informasi melalui sosialisasi kepada petanilpeternak (2) Sumber 
daya : sudah ada petugas pada bidang petemakan berlatar pendidikan S1. 
Pemerintah telah mengalokasilcan anggaran untuk mendukung kebijakan pada 
subsektor peternakan (3) Sikapldisposisi : petugas bersikap terbuka dan jelas 
dalam menyampaikan kebijakan berupa program dan kegiatan subsektor 
peternakan. Peternak sangat mendukung kegiatan pada subsektor petemakan (4) 
Struktur Organisasi : Struktur organisasi khususnya bidang yang menangani 
petemakan telah terbentuk. Faktor Pengbambat : (I) Komunikasi Intensitas 
penyuluhan masih kurang dan perlu ditingkatkan (2) Sumber daya : belum ada 
petugas teknis khusus utamanya penyulub dan mantri temak. (3) Sikap/disposisi : 
belurn semua petemak yang menerima bantuan menguasai tata laksanak 
pemeliharaan temak, sikap kurang peduli terhadap usaha pemeliharaan temak (4) 
Struktur organisasi : belurn adanya SOP pada bidang peternakan. Dalam rangka 
mengoptimalkan implementasi kebijakan subsektor petemakan di Kota Tual, 
dapat diterapkan strategi antara lain: (a) Intensifikasi budidaya berbagai jenis 
temak (b) Peningkatan surnberdaya manusia petemakan melalui pelatihan ­
pelatihan dan magang (c) Pemberdayaan petani petemaklkelompok. tani temak; 
(d) Meningkatkan mutu penyuluban dan pembinaan bidang petemakan (e) 
Membangun keIjasama dibidang petemakan dengan lembaga-lembaga terkait dan 
perusahaan-perusahaan petemakan 
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BABll 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan 

implementasi kebijakan pengembangan petemakan antara lain : 

1.	 Analisis Usaha Temak Sapi Potong dan Optimalisasi Usaha Petemakan 

Berbasis Sistem Agribisnis di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Titik 

Ekowati pada tahun 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode survey. Purposive sampling ditetapkan untuk penentuan lokasi 

penelitian yaitu berdasarkan potensi yang ditunjukkan dari jumlah temak 

terbanyak. Alat analisis dengan pendekatan ekonometrika fungsi produksi 

Model Cobb Douglas : Y = A ~)ai L(Zj)Pj. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan agribisnis masih dilakukan pada kriteria 

cukup sampai sedang, sedangkan indeks penerapan agribisnis pada 

kategori cukup. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan penerapan 

agribisnis, perlu upaya baik dari pemerintah ataupun lembaga lain dalam 

pemberdayaan petemak. Hal yang dapat dilakukan antara lain : 

a.	 Pelatihan dan pendampingan aspek teknologi pakan temak. 

b.	 Peningkatan peran Lernbaga Pendukung Agribisnis baik Lembaga 

Keuangan. 

c.	 Aksesibilitas peternak pada Lernbaga Pendukung agribisnis berkaitan 

dengan pemasaran. 

11 
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d.	 Peningkatan ketrampilan inseminator agar calving interval lebih 

singkat. 

e.	 Penerapan agribisnis peternak perIu ditingkatkan untuk memperbaiki 

penampilan agribisnis petemakan. 

2.	 Penelitian yang dilakukan oleh Hotmuda Simarmata, Hardinsyah dan Diah 

K. Pranadji pada tahun 2008, dengan judul Analisis Kebijakan dan 

Program Subsektor Peternakan Kabupaten lampung Barat. Tujuan 

penelitian adalah menganalisis kebijakan program dan kegiatan subsektor 

peternakan serta lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi 

peruffiusan strategi dan kebijakan subsector peternakan di Kabupaten 

Lampung Barat. Penelitian menggunakan desain cross sectional study 

secara retrospektif berupa review terhadap dok-umen kebijakan dan 

perencanaan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lampung Barat. Hasil ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan 

SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dan program 

subsektor peternakan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam 

kegiatan operasional pembangunan subsektor petemakan. Porsi alokasi 

anggaran subsektor peternakan terhadap pengembangan sumber daya 

pangan lebih dorninan dan lebih besar jumlahnya dibanding kegiatan 

pendukung. Kenaikan anggaran tidak berbanding lurus dengan porsi 

aIokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya pangan petemakan. 

Strategi pembangunan subsektor petemakan diprioritaskan kepada 

intensifikasi, pelayanan kesehatan hewan, aplikasi teknologi tepat guna, 
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sumber daya manusla, sentra-sentra petemakan, penyuluhan dan 

pembinaan, agribisnis, regulasi, kemitraan dan perizinan. 

3.	 Sumartono dan Ismani HI' (Dosen Jurusan lImu Adrninistrasi Publik FIA 

UB) dan Alizar Isna (Mabasiswa Program Magister lAP, PPSUB) pada 

tabun 2009 dalam penelitiannya berjudul Irnplementasi Kebijakan 

Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di 

Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati Il Purbalingga). 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan 

penelitian: mengapa pola pengembangan temak yang dilakukan oleh 

masyarakat suatu desa dapat berkembang? bagaimana proses pola 

pengembangan usaba ternak yang diIakukan oleh masyarakat tersebut 

menjadi kebijakan Gerbang Anak Desa? mengapa pelaksanaan Gerbang 

Anak Desa di desa tertentu masih dapat beJjalan, sementara di desa lain 

sudah tidak beJjalan lagi (tidak berhasil)? bagaimana prospek Gerbang 

Anak Desa sekiranya dilaksanakan di desa-desa lainnya di seluruh 

kabupaten? dan apakab Gerbang Anak Desa dapat dijadikan sebagai 

model altematif pengentasan kemiskinan? Penelitian ini menggunakan 

pendekatan IruaIitatif dengan bentuk studi kasus. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih Desa Sumingkir dan 

Limbangan kabupaten Dati II Purbalingga. AnaIisis data dilakukan dengan 

menggunakan anaIisis seperti yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin 

(1990), yakni dengan melalui prosedur open coding, axial coding dan 

selective coding. Untuk menetapkan keabsahan data, digunakan 4 kriteria, 
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yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian 

(Lincoln & Guba, 1985, Moleong, 1990, dan Nasution, 1988). Hasil 

penelitian menunjukkan pola pengembangan usaha ternak yang dirintis 

oleh masyarakat dapat berkembang karena didorong oleh motivasi 

individual dan ketcrbukaan masyarakat untuk menerima gagasan-gagasan 

barn yang datang dari luar. Keberhasilan penyebaran pola pengembangan 

ayam buras petclur di daerah lain, dipengaruhi oleh keberhasilan 

pengembangan pola tcrsebut pada masyarakat perintis. Proses perumusan 

kebijakan Gerbang Anak Desa bukan merupakan respon dari adanya 

pennasalahan yang ada dalam masyarakat, namun lebih diwarnai oleh 

kepentingan pemerintah daerah, dan proses perumusannya yang 

didominasi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan "Gerbang ADak Desa" 

yang dapat betjalan dengan baik karena program tersebut berasaI dan 

didukung oleh motivasi dari dalam masyarakat sendiri. Kegagalan 

implementasi Gerbang ADak Desa di daerah lain, disebabkan program 

tersebut berasal dan dipaksakan oleh aparat serta kurangnya motivasi dari 

dalam masyarakat sendiri. Prospek keberhasilan implementasi Gerbang 

ADak Desa yang sekaligus sebagai a1tematif model pengentasan 

kemiskinan akan sulit terwujud karena tidak didukung oleh : sumberdaya 

keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian lokasi kawasan, 

kemampuan surnberdaya manusianya, kepastian keamanan lokasi 

kawasan, serta kecenderungan pelaksanaannya yang menggunakan 

pendekatan kekuasaan, lebih bersifat top down, dan tidak menciptakan 

kemandirian kelompok. 
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4.	 Penelitian yang dilaksanakan oleh Syahirul Alim, Unang Yunasaf, Sugeng 

Winaryanto pada taboo 2007 mengenai Implikasi Penerapan Kebijakan 

Otonomi Daerah Terhadap Kegiatan Penyuluhan Peternakan di Kabupaten 

Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah ootuk mengetabui sejauh mana 

pengaruh penerapan kebijkan otonomi daerah terhadap perencanaan 

program penyuluhan peternakan dan pelaksanaan program kegiatan 

penyuluhan peternakan di Kecamatan Tanjoogsari Kabupaten Sumedang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan 

deskriptif analitis Responden dipilih dengan earn purposif sampling. Hasil 

penelitian menoojukkan bahwa : I) Berlakunya otonomi daerah di 

Kabupaten Sumedang tidak memberikan pengaruh yang positif bagi 

perbaikkan kualitas penyuluh dan penyuluhan di wilayah Kecamatan 

Tanjoogsari ; 2) Petani/peternak kurang dilibatkan dalam perencanaan 

program penyuluhan sehingga antusiame ootuk mengikuti kegiatan 

penyuluhan menurun ; 3) Pelaksanaan program penyuluhan bersifat jalan 

ditempat karena tidak ada penjelasan yang memadai bagi tugas serta 

fungsi penyuluh dan penyuluhan. 

2.	 Administrasi Publik dan K~bijakan Publik 

Administrasi publik diartikan sebagi araban, pemerintaban, kegiatan 

implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, 

kegiatan melakukan analisis, rnenyeimbangkan dan mempresentasikan keplltusan, 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan 

kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang 

kerja akademik dan teoritis yaitu proses dirnana keputusan dan kebijakan 
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diimplementasikan (Chandler dan Plano datam Wahab, 2001). Selanjutnya 

dijelaskan bahwa proses tersebut melibatkan sumber daya dan personel publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memfoJDlulasikan, mengimplementasikan 

dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. 

Pergeseran dan perubahan administrasi publik senantiasa mengikuti 

perkembangan dan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi itu bekeJja. 

Konsep kebijakan publik sejak lama telah masuk dalam lingkup administrasi 

publik, terutama dalam hal pembuatan keputusan (decision making). Oleh sebab 

itu inti dari administrasi publik pada dasamya adalah merupakan seluruh aktivitas 

negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat (Nugroho, 2006). Selanjutnya dijelaskan bahwa paradigma merupakan 

suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau eara 

memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada 

suatu masa tertentu, standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus 

menekankan pada metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang 

dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoaIan, sedangkan lokus mencakup 

medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan. 

Carll. Friedriek datam Wahab (2001) mendefinisikan kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu Iingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 

dalam rangka meneapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adaIah sesuatu yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meneapai tujuan tertentu dengan 
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mengetahui hambatan-hambatannya, kemudian kebijakan tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan atau 

tindakan-tindakan pemerintah lainya 

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal 

yang menjadi perhatian. Nugroho (2004) menjeIaskan bahwa kebijakan publik 

berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami 

sebagai aktivitas-aktivitas yang dikeIjakan untuk mencapai tujuan nasional dan 

indikatomya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan 

pencapaian cita-cita telah ditempuh. Selanjutnya dijeIaskan bahwa kebijakan 

merupakan jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan, 

sebagai gambaran cita-cita Negara kita adaIah mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kebijakan 

publik itu merupakan keseluruhan dari sarana dan prasarana untuk mencapai 

tempat tujuan tersebnt. 

Kebijakan adalah suatu hal yang ditetapkan dan diberlakukan sebagai 

suatu araban atau dasar yang mengikat masyarakat luas melalui serangkaian 

pengambilan keputusan, yang melibatkan berbagai pihak yang mempunY31 

hubungan keJja dan kepentingan yang luas serta lebih komplek (Tanziha, 2(07). 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat 

mengatur dalam rangka mercspon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) 

dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41353.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



18 

seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah 

baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam 

pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna 

kebijakan agar dipatuhi (Thomas Dye do/am Subarsono, 2005). 

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk 

mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraaan 

tugas pemerintah negara dan pembangunan (Mustopodidjaya da/am Wahab, 

2001). 

Tachjan do/am Setyadi (2005) menyatakan bahwa secara gans besar, 

siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 

1. Perurnusan kebijakan 

2. Implementasi kebijakan serta 

3. Pengawasan dan penilaian (basil) pelaksanaan kebijakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu kebijakan 

publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari forrnulasi, 

implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut 

mempunyai hubungan kausalitas dengan pola bersiklus secara terus menerus 

sarnpai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai. Dari beberapa 

pengertian di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian perintah 

dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan 

baik tujuan-tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan 

publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, 

lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. 
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Kartasasmita dalam Widodo (2008) juga menjelaskan pengertian tentang 

kebijakan sebagai upaya untuk memabami dan mengartikan alas: 

1.	 Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah atas suatu 

masalah; 

2.	 Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi masalah tersebut; 

3.	 Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan yang diambil. 

lslamy (2001) menjelaskan bahwa kebijakan negara adaIah serangkaian 

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan demi 

kepentingan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang­

undangan yang dipergunakan untuk mencapai nuuan, sasaran dari program­

program dan tindakan yang diIakukan oleh pemerintah. Selanjutnya Islamy 

menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu : 

-	 kebijakan publik itu dalam hentuk perdanya hemps penetapan tindakan­

tindakan pemerintah; 

kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan 

dalam bentuk yang nyata; 

-	 kebijakan publik, baik uotuk melakukan sesuatu ataupuo tidak melakukan 

sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; 

-	 kebijakan publik itu hams senantiasa ditujukan bagi kepentingan selumh 

anggota masyarakat 

Subarsono (2005) menjelaskan bahwan kebijakan publik adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut 

mengandung makna bahwa : 
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1. Kebijakan publik tersebut dibuat o)eh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta; 

2.	 Kebijakan publik menyanglrut pilihan yang harns dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpilkan sebagai rangkaian 

tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon masalah 

yang dihadapi masyarakat dengan tujuan tertentu dan berorientasi pada 

kepentingan publik daIam rangka mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan 

tuntutan masyarakat. Kebijakan dibuat untuk mencari jalan keluar atas suatu 

masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diketahui apa 

pengaruh dan dampak dati kebijakan yang diputuskan. 

Hal ini juga dijelaskan oleh Lewis A. Gunn dalam Tangkilisan (2003), 

bahwa kebijakan pada dasarnya adaIah tindakan yang mengarah keparla tujuan 

tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. 

Kebijakan pada dasamya diarahkan kepada apa yang sudah dilakukan oleh 

pemerintah dan tidak hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 

1.	 Proses pembuatan kebijakan sebagai kegiatan perumusan sampai 

dengan dibuatnya suatu kebijakan. 

2.	 Proses implementasi sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang 

sudah dirumuskan. 

3.	 Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali 

implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari 
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jawaban apa yang teJjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan 

membahas antara lain cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai 

Bentuk instrumen kebijakan yang dipilih tergantung pada substansi dan 

lingkup pennasalahan, hal ini dijelaskan oleh Said dan Mustopadidjaja do/am 

Rakhmat (2009) bahwa perspektif manajemen kebijakan publik dapat dibedakan 

dalam tiga tingkatan atau yang dikenal dengan stratifikasi kebijakan yaitu : 

I.	 Kebijakan umum 

Digambarkan sebagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan 

bagi tingkatan kebijakan dibawahnya. 

2.	 Kebijakan pelaksanaan 

Yaitu kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum. 

3.	 Kebijakan teknis 

Adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan 

pelak""naan. 

3.	 lmplementasi Kebijakan 

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan, yang biasanya dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari 

apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini 

kurang berpengaruh. Namun pada kenyataannya, tahapan implementasi rnenjadi 

tahapan yang penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi 

rnerupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat 

mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Wahab, 2001). 
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Van Meter dan Van Hom dalam Winarno (2007) menje1askan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan­

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjntkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil 

yang ditetapkan oleh kepntusan-keputusan kebijakan. 

Hal tersebut juga dije1askan oleh Rakhmat (2009) menyatakan bahwa 

implementasi merupakan suatu langkah yang sangat penting, sebagai salah satu 

tahap dalam siklus kebijakan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu 

kebijakan, sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan berupa tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu pejabat alan kelompok pemerintah alan swasta yang 

diarahkan pada tereapainya tujuan yang telah dtelapkan dalam suatu kebijakan. 

Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan 

untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini pejabat yang mengatur cara 

untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 

dipilih (Tangkilisan, 2(03). Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan 

yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif 

mengatur secara efektif dan efisien surnber daya, unit-unit dan teknik yang 

digunakan untuk dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan 

interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat 

dengan mudah diikuti dalam rangka merealisasikan program. 
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Lane daTam Akib (20 I0) menjelaskan konsep implementasi sebagai 

konsep yang dibagi dalam dua bagian yaitu implementasi merupakan persamaan 

fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan penjelasan itu, formula 

implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, basil dan 

akibaL 

Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, 

implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier daTam Akib 2010). Penekanan utama 

kedua fungsi ini adaIah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian basil yang dicapai 

dan diJaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. 

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bagimana memahami apa 

yang seharusnya dilakukan sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. 

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan 

menimbulkan dampak atau pengaruh yang nyata pada masyarakat (Widodo, 

2008). 

Van Meter dan Van Hom daTum Winamo (2007) menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilalrukan oleh 

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-kepurusan menjadi tindakan­

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil 

yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
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Winarno (2007) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai 

suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 

untuk meneapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalarn keputusan-keputusan 

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk meneapai 

perubahan-pembahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

Dengan demikian implementasi selain melibatkan perilaku badan-badan 

administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri ke1ompok sasaran, juga menyangkut jaringan 

kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk meneapai tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh 

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta berpengaruh dan berdampak baik 

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan eara agar sebuah 

kebijakan dapat meneapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi 

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006). 
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Dunn (2003) mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus. dengan 

istilah implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan pengendalian aksi-aksi 

kebijakan di dalam Irurun waktu tertentu. 

Tachjan dalam Setyadi (2005) menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam 

implementasi kebijakan yang mutlak hams ada yaitu: 

a	 Unsur pelaksana : pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang 

menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran 

organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi 

organisasi. pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, 

pengorganisasian. penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, 

pengawasan serta penilaian. 

b. Unsur program yang dilaksanakan : suatu kebijakan publik tidak akan 

berarti tanpa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan melalui program 

atan kegiatan. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif 

yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan 

terparlU dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan 

sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. 

c.	 Target atau kelompok sasaran : target atau kelompok sasaran adalah 

sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan 

menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh 

kebijakan. Karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran antara 

lain besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, 

usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas 

implementasi. 
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Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atas keputusan kebijakan 

dasar, yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun biasa juga 

dalam bentuk perintah-perintah alau keputusan-keputusan yang penting. Perintah 

alau keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai 

cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah 

melalui beberapa tahapan. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan 

keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut 

oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan diuraikan oleh pihak­

pihak pengambil keputusan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan penting 

terhadap keputusan tersebut (Widodo, 2008). 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu kegiatan alau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 

kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu basil yang sesuai dengan 

tujuan alau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menjadi 

tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suat'J kebijakan alau program 

hams diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan dalam pengertian luas dipandang sebagai alat 

administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya 

yang diformulasikan bersama-sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam 

rangka meraih dampak alau tujuan yang diinginkan. Pada aspek pelaksanaan, 

terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier 

dan model interaktif (Dye dalam Akib,201 0). 
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Salah satu modellmplementasi Kebijakan Publik adalah Model George C. 

Edwards III, yang menjelaskan bahwa ada empat faktor atau variabel krusial 

dalam implementasi kebijakan publik (Subarsono, 2005) yaitu: 

I. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampOOan informasi yang melibatkan 

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. 

Komunikasi sangat diperlukan agar implementasi menjadi lebih efektif. 

Agar komunikasi menjadi efektif hams diperlIatikan beberapa aspek 

antara lain yOOtu proses penyampOOan dan kejelasan isi program, orang­

orang yang tepat dalam menyampaikan dan menerima informasi agar 

informasi menjadi jelas sehingga dalam implementasi siapa dan apa 

yang hams dilakukan menjadi lebih. 

2. Sumber-sumber 

Pelaksanaan kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, antara lain 

sumber daya manusia dalam hal ini jumlah dan kemampuan para staf, 

kekuasaan dan wewenang serta saranll dan prasarana sebagai alat 

pendukung dan pelaksana suatu kegiatan serta anggaran yang 

diperlukan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan. 

3. Disposisi atau sikap 

Sikap dari pelaksana program sangat erat hubungannya dengan 

kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan suatu kebijakan. 

Faktor keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah 

sikap pekerya terltadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau 
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dukungan yang telah ditetapkan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan 

antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana 

kebijakan. 

4.	 Struktur Birokrasi 

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan suatu struktur 

birokrasi yang efektif dan efisien dengan prosedur birokrasi yang tidak 

rumit dengan tujuan menghindari pemborosan sumber daya, 

peningkatan tindakan-tindakan yang tidak di inginkan, menghambat 

koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah. 

Model Implementasi Kebijakan Publik sesuai dengan penjelasan di atas 

dapat dilihat pada Bagan 2.1 sebagai berikut : 

Komunikasi 

Struktur 
Birokrasi 

Sumberdaya 
Implementasi 

Bagan 2.1
 

Modellmplementasi Kebijakan Menurut George C. Edward Ill.
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Sumber daya aparatur sebagai salah satu variabel penting dalam 

irnplementasi kebijakan dalam posisinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara 

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban tanggung jawab 

penyelenggaraan pemerintahan, menurut Rakhmat (2012) jenis kompetensi 

sumber daya aparatur antara lain : 

I.	 Kornpetensi Teknis 

2.	 Kompetensi Manejerial 

3.	 Kompotensi Sosial, dan 

4.	 Kompotensi Intelektual 

Nugroho (2006) menjelaskan bahwa dalam mengukur keefektivan 

implementasi kebijakan perlu memenuhi 'empat tepat' yaitu : 

I.	 Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat 

Ketepatan kebijakan dengan mengukur sejauh mana kebijakan 

tersebut memuat hal-hal yang memang rnemecahkan masalah yang 

akan dipecahkan. 

2.	 Ketepatan pelaksana 

DaIam implementasi kebijakan melibatkan tiga aktor atau lembaga 

sebagai pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, 

rnasyarakat/ swasta atau irnplernentasi kebijakan yang dilakukan oleh 

pihak swasta Kebijakan yang sifatnya monopo!i, kebijakan 

pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang bertujuan mengarahkan 

kegiatan masyarakat. 
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3.	 Ketepatan target 

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yaitu pertama, apakah 

target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, 

apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, 

yang ketiga, adalah apakah intervensi implementasi kebijakan sifatnya 

barn atau memperbarui implementasi kebijakan yang sudah ada. 

4.	 Ketepatan Lingkungan 

Ada dua lingkungan yang menentukan, yaitu (I) lingkungan 

kebijakan, sebagai interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait; (2) lingkungan 

eksterual kebijakan yang terdiri alas opini publik, anggapan 

masyarakat alas kebijakan dan imIementasi kebijakan, interpretasi 

lembaga-Iembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu 

tertentu yang memegang peranan dalam interpretasi kebijakan dan 

implementasi kebijakan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program­

program pemerintah yang bersifat desentralistis (Subarsono, 2005). Faktor- faktor 

tersebut diantaranya : 

I.	 Kondisi lingkungan; Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio 

kultural serta keterlibatan penerirna program atau kelompok sasaran. 

2.	 Hubungan antar organisasi; Dalam banyak program, implementasi 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 
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Dntuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 

keberhasiJan suatu program. 

3.	 Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; Implementasi 

kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia 

(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human 

resources). 

4.	 Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana; yang termasuk daIam 

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang teJjadi daIam 

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 

program. 

Keberhasilan implementasi atas suatu kebijakan oleh Grindle dalam 

Nugroho (2006) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. lsi 

kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruh atas suatu kebijakan; jenis 

manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat 

kebijakan; siapa (pelaksana program) dan; sumber daya yang dikerahkan. 

Selanjutnya konteks implementasinya adalah kekllasaan, kepentingan dan strategi 

aktor yang terlibat; karakteristik Iembaga dan penguasa dan ; tingkat kepatuhan 

dan daya tanggap. 

Menurut Tachjan dalam Setyadi (2005) program daIam konteks 

implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

I.	 Merancang bangun atau mendesign program beserta perincian tugas 

dan perumusan tujuan yangjelas, penentuan ukuran prestasi yangjelas 

serta biaya dan waktu. 
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2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan 

personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode 

yangtepat. 

3.	 Merancang sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (basil) pelaksanaan 

kebijakan. 

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu 

kesatuan. Menurut Siagian (1985) program harns menggambarkan sasaran, 

kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran, sehingga suatu program 

idealnya barns mempunyai ciri-ciri antara lain: 

1.	 Sasaran yang dikehendaki; 

2.	 Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekeIjaan 

tertentu; 

3.	 Besamya biaya yang diperlukan beserta sumbemya; 

4.	 Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan; 

5.	 Tenaga keIja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya 

maupun dilihat dari sudut kualifIkasi serta keahlian dan keterampilan 

yang diperlukan. 

Syarat-syarat untuk mengirnplementasikan kebijakan Negara secara 

sempuma menurut teori implementasi oleh Brian W. Hogwood dan Lewis dalam 

Wahab (2001) yaitu: 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41353.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



33 

a. Koodisi ekstemal yang dihadapi oleh badao alau iostaosi pelaksaoa, 
tidak meogalami gangguao alau keodala yang serius. Hambatan­
hambatan tersebut muogkio saja bersifat fisik, politis dan sebagaioya; 

b. Dalam pelaksanaao program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 
cukup memadai; 

c. Perpaduao sumber-sumber yang diperlukao beoar-beoar tersedia; 
d. Kebijaksanaan yang akao diiroplemeotasikan berdasarkan suatu 

hubuogan sebab akibat; 
e. Hubuogan sebab akibat bersifat langsuog dan haoya sedikit mala 

raotai penghubuogonya; 
f. Hubuogan saling ketergantuogan kecil; 
g. Pemahamao yang meodalam dan kesepak:atan terhadap tujuao; 
h. Tugas-tugas diperioci dan ditempatkao dalam urutan yang tepat; 
I. Komuoikasi dan koordioasi yang sempuma. 
J. Pihak-pihak yang memiliki weweoaog kekuasaao dapat meouotut dan 
k. Meodapatkan kepatuhao yang sempuma. 

Berdasarkan teori tersebut yang dijelaskao bahwa faktor peodukug 

implemeotasi kebijakao harus didukuog dan diterima oleh masyarakal, apabila 

anggota masyarakat mengikuti dan meotaati sebuah kebijakao maka sebuah 

implemeotasi kebijakao akao berjalan sesuai tujuao yang telah ditetapkan tanpa 

ada hambatan-hambatao yang meogakibatkao sebuah kebijakan tidak berjalan 

sesuai dengan tujuao yang telah ditetapkao sebelumnya. 

Permendagri Nomor 59 Tahoo 2007 menjelaskan bahwa program ada1ah 

merupakao instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh iostaosi pemeriotah atau lembaga atau masyarakat yang 

dikoordinasiltan oleh instaosi pemeriotah uotuk meocapai sasarao dan tujuao serta 

memperoleh a10kasi anggaran, dimana program tersebut terdiri dari program 

satuao kerja prangkat daerah (SKPD) yaitu sekumpulan rencana kerja satuan kerja 

peraogkat daerah, program lintas satuan kerja peraogkat daerah. Dengan 

demikian program dapat diartikao sebagai peojabarao kebijakao SKPD dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan meogguoakan sumber 

daya yang disediakan uotuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan misi 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41353.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



34 

SKPD tersebut. SelanjlDlya dijelaskan bahwa program merupakan proses 

penentuanjumlah danjenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu 

rencana, merupakan penjabaran rinci tentang langkah-Iangkah yang diambillDltuk 

menjabarkan kebijakan dalam kurun waktu jangka panjang, jangka atau jangka 

pendek. 

Kegiatan adaIah penjabaran dari kebijakan yang merupakan arab dari 

pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi 

dan misi organisasi serta segala hal yang harns dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah dalam merealisasikan program kerja operasionalnya Dengan kata 

lain kegiatan merupakan pelaksanaan dari suatu program berupa tindakan 

penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, modal, teknologi dan 

peralatan sebagai masukan atau input untuk selanjutnya menghasilkan keluaran 

atau output. 

Anggaran diatur dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, pada 

tingkat pusat disebut dengan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan pada tingkat daerah dikenal dengan Peraturan 

Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Propinsi, KabupatenlKota 

4. StJ"ategi dan Pembangunan Peternakan 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang sebagai 

tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen dan sumber 

daya yang mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam waktu jangka panjang, 
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khususnya lima tahun dan berorientasi masa depan, sehingga perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor ekternal dan internal yang dihadapai oleh suatu 

organisasi (Christianta, 2010). 

Strategi itu sendiri merupakan seni menggunakan kecakapan dan sumber 

daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya me1alui hubungannya yang 

efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 

2003). 

Strategi sebagai kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan 

yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Strategi penting karena 

merupakan proses untuk menentukan arab yang harus dijalani agar visi dan misi 

organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk aka! 

untuk keputusan-keputusan yang akan menuntun kearah pencapaian tujuan 

organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam 

menghadapi perubahan (Hasniati, 2012). 

Sedangkan strategi menurut Christianta (2010) adalah : 

1.	 Strategi adalah kerangka atau rj:ncana yang mengintegrasikan tujuan­
tujuan (goals), kebijakan-kebijakan (policies) dan tindakan / program 
organisasi ; 

2.	 Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atan akan 
menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arab) dan bagaimana cara 
mencapai keadaan yang diinginkan tersebut ; 

3.	 Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang 
untuk mencapai tujuan organisasi ; 

4.	 Strategi adalah piliban tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi 
di masa depan (arab) dan bagaimana carn mencapai keauaan yang 
diinginkan tersebut (rute). 
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Perencanaan strategis merupakan elemen penting dalam setiap manajemen 

perusahaan strategis. Ada berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan perencanaan strategis dan salah satunya adalah dengan 

menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT mengacu untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal organisasi dan peluang 

dan ancaman merupakan faktor ekstemal (Dora., 20I0). 

Strategis pengembangan dapat dilakukan dengan analisis SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threat atau Kekuatan, Kelemahan 

Peluang, dan Ancaman). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis 

yang digllnakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

berkenaan dengan suatu kegiatan proyek atau usaha. SWOT merupakan alat 

formulasi pengambilan keputusan serta untuk menentukan strategi yang ditempuh 

berdasarkan kepada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Sadik, 20II). 

Ada tiga tahapan yang hams dilakukan dalam merurnuskan strategi yang 

benar, antara lain tahapan masukan, tahapan pencocokan dan tahapan keputusan. 

Tahapan masukan merupakan suatu tahap dalam mengumpuIkan dan meringkas 

informasi sebagai dasar yang diperlukan untuk merumuskan suatu strategi. 

Kemudian tahapan pencocokan dilakukan untuk merumuskan alternatif-alternatif 

strategi yang layak dengan memadukan faktor-faktor internal dan ekstemal 

(Harisudin, 2004). Selanjutnya tahap keputusan merupakan tahap mcmilih dan 

memutuskan alternatif-altematif strategi yang dihasilkan pada tahap pencocokan. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41353.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



37 

Menurut Bahri (2008) tujuan umum pembangunan peternakan adalah 

meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan 

sumber daya lokal untuk membangun petemakan yang berdaya saing dan 

berkelanjutan serta membangun sistem petemakan nasional yang mampu 

memenuhi kebutuhan yang berasal dari produk: petemakan dan meningkatkan 

kesejahteraan peternak. Sementara itu tujuan khusus pembangunan peternakan 

antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit temak, mengembangkan 

usaha budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi temak. 

Menurut Santoso (2010) format penyelenggaraan pembangunan pertanian 

termasuk: didalamnya subsektor petemakan yang optimal dalam era otonomi 

daerah adaIah format yang berbasis pada kemandirian lokal yang mengakui dan 

memahami sepenuhnya kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat, termasuk: masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan 

hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain : 

I.	 Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan 
kemampuan pemerintah dalam merancang, merumuskan berbagai 
kebijakan yang memihak kepada petani; 

2.	 Mempersiapkan pengembangan sdm pertanian/peternakan yang sesuai 
dengan fungsi yang akan diperankan, 

3.	 Memformulasikan kembali berbagai perangkat kelembagaan yang 
sesuai dengan rea1itas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, 
sehingga semua unsur teljamin hak-hak dan kompetensinya untuk 
berperan secara fungsional tallpa kehilangan identitas masing-masing, 

4.	 Menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan, 
sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan 
konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis. 

Keberhasilan pengembangan petemakan yang berorientasi agribisnisnis 

tidak saja ditentukan oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian semata, 

tetapi juga didukung oleh lembaga yang berpengaruh. Disamping itu peningkatan 

jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan pendapatan akan 
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meningkatkan konsumsi terhadap produk-produk petemakan. Dengan semakin 

berkembangnya suatu daerab akan membuka peluang untuk usaha petemakan, 

yang tentunya ikut didukung oleh program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah setempat. 

Soehamo (2002) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang 

ditunjang dengan meningkatnya pendapatan perkapita merupakan peluang dalam 

usaha petemakan. Dengan semakin bertambabnya jumlah penduduk, maka akan 

semakin meningkat pula jumlah konsumsi dan permintaan terhadap basil-basil 

peternakan. Sementara peningkatan pendapatan perkapita dengan sendirinya akan 

meningkatkan daya beli masyarakat. 

Menurut Hanafiah (1988) subsektor petemakan mempunyai keterkaitan 

dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Pengembangan kawasan petemakan 

mempunyai nilai sosial, ekonomi dan ekologis. Dengan pengembangan 

petemakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kuaIitas hidup 

masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan. Perencanaan pembangunan 

ekonomi daerab bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki 

penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan 

untuk memperbaiki ekonomi di daerab. Petemakan merupakan salah satu 

komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

pertumbuhan ekonomi dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani. 

Menurut Santoso (2010) ada sedikitnya sepuluh permasaIahan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan petemakan yaitu 

pemerataan dan standar gizi nasionaI belum tercapai, peluang ekspor yang belum 
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dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya pakan yang minimal, belum adanya 

bibit unggul produk nasional, kualitas produk yang belum standar, efisiensi dan 

produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, belum adanya keterpaduan antara pelaku peternakan, komitmen yang 

rendah dan tingginya kontribusi petemakan pada pencemaran lingkungan. 

Pembangunan subsektor petema.kan merupakan bagian integral dari 

pembangunan pertanian, dengan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan populasi ternak, produksi ternak, memperluas kesempatan keIja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani ternak dan meningkatkan konsumsi 

protein hewani asal temak melalui peningkatan ketersediaan produk asal temak 

(Arlina,1997). 

Menurut Saragih (1998) pengembangan agribisnis petemakan bukan saja 

pengembangan komoditas petemakan namun lebih dari itu, yakni pembangunan 

ekonomi atau wiJayah yang berbasis pertanian yang didalamnya termasuk 

subsektor peternakan. Dengan demikian untuk pengembangan peternakan barns 

memperhatikan kesesuaian ekologis dan keseimbangan lingkungan yang ditujukan 

untuk kesejahteraan petema.k. Bertolak dari hal tersebut perlu ditetapkan suatu 

strategi untuk pengembangan peternakan, dengan asumsi bahwa pertumbuhan 

penduduk dan pendapatan masyarakat yang meningkat, maka pennintaan atas 

produk peternakan sebagai kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. 
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B. Kerangka Berpikir 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemekaran 

wilayah di seluruh Indonesia merupakan salah satu peluang yang baik bagi daerah 

untuk dapat berkembang. Daerah dapat terns berusaha untuk meningkatkan 

perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada Otonomi daerah sifatnya 

adalah sebuah kebijakan yang ditentukan oleh pusat untuk melihat sejauhmana 

daerah siap dalam melaksanakan semua yang ada di undang-undang otonomi 

daerah. Pembangunan pertanian yang didalarnnya mencakup subsektor 

peternakan dilakukan oleh pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 

kebijakan-kebijakan dan program-program subsektor peternakan yang dirurnuskan 

dan diirnplementasikan dalam bentuk dan kegiatan-kegiatan setiap tabun. 

Dalam sistem petemakan ada empat komponen yang saling tedait dan 

sangat perlu diperhatikan yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan dan budaya 

peternakan. Kekuasaan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai basil yang 

diinginkan dalam alokasi surnber daya di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Kepentingan merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

pelaku peternakan. Kebijakan sebagai basil interaksi antara kekuasaan dan 

kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan 

merupakan orientasi subjektif individu terhadap sistem petemakan yang berlaku. 

Keempat komponen tersebut hams dibangun secara bersarna, agar dicapai 

kesepakatan yang memnaskan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah 

implementasi model George Edwards Ill, dengan fokus pertanyaan terhadap 

bagaimana komunikasi, surnberdaya, sikap dan struktur organisasi serta faktor­
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faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 

Dari pertanyaan tersebut kemudian difokuskan pada empat faktor yang dimaksud 

yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur organisasi. 

Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi 

suatu kebijakan, sehingga dalam penelitian ini peneliti menyajikan alur pikir 

dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Petemakan di Kota 

Tual disajikan dalam Bagan 2.2 berikut ini : 
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KOMUNIKASI 

I
 

PENGEMBANGANSUBSEKTOR
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• KEBIJAKAN 

FAKTOR PENDUKUNG DAN 
FAKTOR PENGHAMBAT 

!
 
SUMBER
 

DAYA
 

1
 
DlSPOSISII 

SIKAP 

I
 

L
 
STRUKTIJR
 
BIROKRASI
 

I
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

• PROGRAM 
• KEGIATAN 
• ANGGARAN 

STRATEGI OPTIMALISASl
 
IMPLEMENTASl KEBIJAKAN
 
SUBSEKTOR PETERNAKAN
 

KESEJABTERAAN
 

PETANI PETERNAK
 

Bagan 2.2 
Kerangka Pemikiran lmplementasi Kebijakan Pengembangan 

Subsektor Peternakan di Kota Tual. 
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Dari Bagan 2.2 lersebul di alas, dapal diuraikan lebih lanjul sebagai 

berikut: 

a.	 Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan 

dari pelaksanaan lingkal alas kepada aparal pelaksana di lingkal di 

bawahnya; 

b. Variabel	 sumber-sumber lerdiri dari manusia, informasi dan sarana 

prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ; 

c.	 Variabel kecenderungan-kecenderungan at au dapal dikatakan sikap atau 

disposisi aparat pelaksana. 

d. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerinlah, 

bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan ; 

Pembangunan sub sektor peternakan yang dilaksanakan pemerinlah Kota 

Tual dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan diluangkan dalam Perencanaan 

Strategis (Renstra) Di"as Pertanian dan Kehulanan Kola Tual yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 lentang RPJMD Kota Tual 2009 - 2013, 

dimana implementasi kebijakan tersebul dituangkan dalam program, kegiatan dan 

anggaran dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan, yang dikenal dengan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kola Tual. 

Program-program priori las sub sektor peternakan antara lain program 

pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi 

usaha ternak program meningkatkan pendapatan pelernak dan program 

peningkalan penerapan teknologi peternakan. lmplernentasi kebijakan tersebut 

dipengaruhi oleh variabel-variabel alau faklor-faktor kornunikasi, sumber daya, 
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meliputi dari penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan 

komunikasi. Sub faktor sumberdaya terdiri dari sumberdaya manusia, anggaran 

dan wewenang. Sub faktor sikap terdiri dari persepsi, respon, dan pengaturan 

birokrasi. Sub faktor struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi, koordinasi 

dan Prosedur Operasi Standar (SOP). 

Program dan kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat 

terhadap kesejabteraan masyarakat khususnya petani peternak yang ada di Kota 

Tual. Selanjutnya diperlukan suatu konsep strategi yang mampu mengoptimalkan 

implementasi kebijakan pengembangan subsektor petemakan dalam rangka 

meningkatkan kesejabteraan masyarakat peternak. 

C. Konsep Operasional 

Implementasi Kebijakan adalab tahap pelaksanaan atas suatu aturan perundang­

undangan, dokumen-dokumen yang telab ditetapkan sebagai suatu araban atau 

dasar tindakan. 

Program adalab kumpulan dari kegiatan-kegiatan secara sistematik yang 

diarabkan untuk mencapai tujuan yang telab ditetapkan. 

Anggaran adalab sejumlab dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan 

kegiatan rutin subsektor petemaka.,. 

Kegiatan adalab pekeJjaan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan rutin. 

Lingkungan Strategis adalab faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

implementasi kebijakan. 

Strategi adalab rancangan, konsep atau aturan untuk mencap31 tujuan suatu 

organisasil instansi. 
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METODE PENELITIAN
 

A. Desain Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana 

irnplementasi kebijakan pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual. 

Untuk memperoleh gambaran dirnaksud, digunakan metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

mengantarkan atau menggambarkan keadaan subyek dan obyek. Pene/itian pada 

keadaan sekarang berdasarkan pada fakta-fakta atau data-data yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Secara teoritis penelitian kualitatif dianggap melakukan 

pengamatan, mellcari pol&-pola hubungan antara konsep yang sebelurnnya tidak 

ditentukan. Teknik kualitatif mencoba memberikan kesirnpulan kualitatif atas 

keseluruhan data dengan cara membandingkan data primer yang didapat dengan 

teori yang ada. Me/alui metode pene/itian kualitatif ini peneliti berharap mampu 

mengungkapkan bagairnan irnplementasi kebijakan pengembangan petemakan di 

Kota Tual yang pada akhimya juga mampu menghasilkan suatu konsep strategi 

dalam rangka mengoptirnalisasikan irnplementasi kebijakan pengembangan 

peternakan tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Tual pada bulan Oktober sampai dengan 

Desember 2012, pernilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan 

pertirnbangan bahwa lokasi tersebut layak dan sesuai untuk dijadikan objek 

pene/itian. 
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B. Infonnan Penelitian 

Dari penelaahan teori paling tidal ada dna domain dalam implementasi 

kebijakan, yakni pelaksana kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai 

kelompok sasaran. Adapoo informan yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari stakeholder yang ditetapkan secara purposive sampling (sampel bertujuan) 

karena dianggap lebih paham dan dinilai memiliki kepentingan atau kompetensi 

dan pengaruh dalam menentukan arab pembangunan petemakan di Kota TuaI, 

selanjutnya informan dimaksud dapat memberikan informasi yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. 

Adapoo infonnan yang dilibatkan dalam penelitian ini berasal dari instansi 

atau lembaga terkait antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Litbang Kota dan PMD Kota Tual sebanyak 1 orang, Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Tual sebanyak 2 orang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tual sebanyak 2 orang, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan 

Daerah 1 orang dan Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan Kota Tual & Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 1 orang. 

Sedang petemak sebagai kelompok sasaran sebanyak 20 orang, yaitu 

petemak-petemak yang memperoleh paket bantuan peternakan sejak taboo 2009 

sampai dengan taboo 2012. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan 

langsoog dan wawancara dengan responden terpilih, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui telaahan pustaka dan sumber-sumber yang diperoleh dari 
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instansi-instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas 

Pertanian dan Kehutanan serta instansi atau lembaga lainnya terkait dengan tujuan 

penelitian ini. 

Pengambilan data pruner dilalrukan dengan wawancara pada tingkat 

kebijakan dan program dilakukan kepada pejabat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Litbang Kota dan PMD Kota Tual, Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tual, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual. Data yang dikumpulkan pada 

informan penelitian antara lain: 

Perumusan kebijakan dan program ;
 

Kendala-kendala dalam perumusan kebijakan dan program ;
 

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan
 

subsektor petemakan.
 

Sedangkan pada tingkat petani petemak adalah : 

Manfaat yang diperoJeh selama pemeliharaan temak ; 

Permasalahan yang dihadapi selama memelihara temak bantuan dari 

pemerintah dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

Persepsi petemak terhadap implementasi kebijakan subsektor 

petemakan, meliputi komunikasi, sumber daya dan sikap petugas . 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang diJakukan dengan 

menggabungkan antara wawancara, observasi dan studi pustaka 

I. Wawancara 

Wawancara adalab teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara 

langsung kepada infonnan dimana peneliti membuat kerangka dan garis besar 

pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan dalam proses wawancara. Selain 

melakukan wawancara langsung dengan responden, penulis juga membuat 

quisioner yang diisi oleh peternak sebagai kelompok sasaran. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung 

terhadap kondisi lingkungan yang teljadi terhadap obyek penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka diJakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, Perda, 

dan Laporan-Iaporan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Disarnping itu 

dilakukan dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mencari informasi dari 

catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah 

penelitian. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder 

maupun data primer akan disusun dan dikaji serta dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan 

sesuai dengan masalah penelitian. Pada dasarnya analisis data adalah bagairnana 
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menjadikan data atau infonnasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk 

uraian, dan penjelasan sebingga mampu menghasilkan infonnasi yang ilmiah. 

Pada penelitian ini data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam membahas 

suatu pokok pennasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian dan pembahasan 

walaupun diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian 

fenomena yang menjadi pennasalahan penelitian tetap diungkap dan diuraikan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN
 

A.	 Kesimpulan 

Berdasarkan basil anaIisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Peternakan di Kola 

Tual dapat disimpulkan sebagai berikut: 

I.	 Implementasi kebijakan program dan kegiatan subsektor peternakan 2009­

2012 belurn sepenuhnya dapat dibiayai dan diimplementasikan dalam 

kegiatan operasional pembangunan subsektor peternakan di Kola Tual, 

hal disebabkan keterbatasan anggaraJl, sehingga anggaran yang 

dialokasikan belurn mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan 

pada subsektor peternakan. 

2.	 Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan 

Subsektor Peternakan di Kola Tual antara lain : 

a. Komunikasi 

Kejelasan dan kecukupan informasi tentang kebijakan pada subsektor 

peternakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan telah 

disampaikan kepada petanil peternak sebagai kelompok sasaran melalui 

sosialisasi yang dilakukan di lokasi peternak maupun di Kantor Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kola Tual dan telah diterima dengan baik. 

Hal yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya intensitas 

penyuluhan tentang kegiatan-kegiatan subsektor peternakan utamanya 

mengenai penanggulangan penyakit pada ternak. 
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b. Sumber daya 

Sumber daya yang dimiliki oleb Dinas Pertanian dan Kebutanan Kota 

Tual sudah ada, dari ke empat orang pegawai pada bidang petemakan 

berlatar pendidikan 81. Namun secara kuantitas, jumJabnya masib 

sangat kurang, sehingga tidak dapat menjangkau wilayah Kota Tual 

secara keseluruhan. Disamping itu, belum adanya tenaga kbusus seperti 

penyuluh lapangan, mantri temak dan dokter bewan menjadi salah satu 

pengbambat daIam implementasi kebijakan ini. 

Pemerintah Kota Tual telah menyediakan a10kasi anggaran untuk 

mendukung kebijakan program dan kegiatan pengembangan subsektor 

petemakan, namun APBD II belum dapat membiayai secara 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan dalam 

Rencana 8trategis pada Dinas Pertanian dan Kebutanan Kota Tual. 

e.	 Sikap atau disposisi 

Para petugas bersikap terbuka dan jelas dalam memberikan sosialisai 

tentang program, kegiatan dan anggaran yang ada pada bidang 

peternakan. Para pengambil kebijakan juga sangat mendukung program 

dan kegiatan yang dilaksanakan oleb Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kota Tual. Petanilpetemak selaku target atau kelompok sasaran juga 

bersikap sangat mendukung dan menerima kegiatan pengembangan 

subsektor peternakan. Namun ada beberapa petemak yang tidak 

bersunggub-sungguh dalam usaha pernelibaraan temak yang diberikan 

oleb pemerintah dan belum melaksanakan tatalaksana pemelibaraan 

temak dengan baik. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41353.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



95 

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi khususnya bidang yang menangani petemakan telah 

terbentuk pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual yang diatur 

dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas dan 

Fungsi Pokok Bidang Petemakan. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional bidang petemakan belum mempunyai SOP sebagai acuan 

keJja, hanya menggunakan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan 

Teknis Kegiatan sebagai dasar dalam operasional kegiatan. 

3.	 Untuk mengoptirnalkan irnplementasi kebijakan pengernbangan subsektor 

petemakan diperlukan berbagai strategi yang saling rnendukung baik 

faktor internal rnaupun faktor ekstemal. Faktor-faktor tersebut selanjutnya 

diintegrasikan dan dirornuskan dalam bentuk strategi. Ditinjau dari aspek 

sumber daya alam seperti luas lahan serta potensi bahan pakan yang rnasih 

cukup tersedia dan potensial untuk dikelola bagi pengernbangan usaha 

petemakan. Permintaan masyarakat dan tingkat kebutuhan terhadap basil­

basil petemakanjuga dapat rnenciptakan ikIim pernasaran yang baik. 

Secara umum sistern usaha petemakan di Kota Tual selama ini rnasih 

bersifat usaha sambilan. Hal ini tergarnbar dari ciri-eiri usaha peternakan 

petemak responden sebagian besar sesuai seperti apa yang diungkap 

bahwa usaha petemakan bersifat sambilan adaIah usaha yang dicirikan 

oleh skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, tidak berorientasi 

ekonorni, sehingga pola rnanajemen dalarn usaha perneliharaan temak juga 

harns dirubah. 
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Program pengembangan subsektor peternakan tidak rnungkin dapat 

dilakukao oleh Dinas Pertaniao dan Kehutaoan Kota Tual seearn sendiri, 

akao tetapi keterlibatao dari instaosi lain dao stakeholder terkait juga 

sangat dibutuhkao. Untuk itu diperlukan koordinasi dan keIjasama yang 

baik dengao lernbaga-lernbaga yaog dapat rnendukung program kegiatan 

dimaksud. 

B.	 Saran 

Setelah rnengetahui bagaimaoa implernentasi kebijakao pengernbaogan 

subsektor petemakan di Kota TuaI, begitu pun dengao faktor pendukung dan 

faktor penghambat, maka saran yaog dapat dikemukakao aotara lain : 

1.	 Hal penting yang perlu mendapa1 perhatian khusus dari Pemerintah Kota 

Tual dalam raogka rnengoptirnalkan implementasi atas kebijakan­

kebijakao pengernbaogan subsektor yang telah ditetapkan aotara lain 

memberikan tarnbahan alokasi anggarao sebagai salah satu upaya untuk 

rnencapai tujuao dari kebijakan-kebijakan dimaksud yakni mendorong 

peningkatao kesejahteraan ekonorni masyarakat peternak. 

2.	 Dari hasil identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, antara 

lain : 

a.	 Komunikasi : 

Intensitas dan konsistensi penyampaiao informasi melalui penyuluban 

perlu ditingkatkan, paling kuraog sebulan sekali dengan earn mernantau 

atau mengunjungi peternak, terutarna bagi yang rnenernui kendala atau 

rnasalah dengan pemeliharaan ternak mereka. 
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b.	 Sumber daya 

Sumber daya manuasia baik aparatur maupun petemak merupakan hal 

yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian serius. Kemampuan 

dan jumlah pegawai yang masih sangat kurang, sehingga perlu untuk 

memberikan keterampilan khusus kepada pegawai yang sudah ada 

melalui diklat dan bimtek. Begitu pula dengan peternak, kiranya dapat 

disertakan dalam kegiatan magang sehingga dapat membuka wawasan 

mereka tentang bagaimana earn pengembangkan usaha yang baik. 

Melakukan rekruit sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian dan 

kemampuan yang baik untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

bidang petemakan. 

Alokasi anggaran untuk pengembangan subsektor petemakan kiranya 

dapat ditambah untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

Co	 Sikap I disposisi 

Sikap dari petemak sebagai penerima bantuan atau kelompok sasaran 

hendaknya bisa dirubah secara perlahan-lahan dari pola pemeliharaan 

tradisional menjadi pola pemeliharaan yang berorientasi pada 

keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka 

d. Struktur Organisasi 

Standar Operasional Prosedur hams segera ditetapkan, sehingga acuan 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan menjadi jelas dan terarah. 

Kemudian Petunjuk umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
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menjadi bahan tambahan atau petunjuk yang lebih merincikan tentang 

program dan kegiatan yang ada. 

3.	 Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan subsektor 

peternakan di Kota Tual, dapat diterapkan strategi antara lain : 

a.	 IntensifIkasi budidaya berbagai jenis ternak; 

b.	 Peningkatan sumberdaya manusia peternakan melalui pelatihan­

pelatihan dan magang; 

c.	 Pemberdayaan petani peternakJkelompok tani temak; 

d. Meningkatkan mutu penyuluhan dan pembinaan bidang petemakan; 

e.	 Membangun kerjasama dibidang petemakan dengan lembaga-lembaga 

terkait dan perusahaan-pemsabaan petemakan. 

Konsep strategi yang dirumuskan dalam tulisan ini kiranya dapat 

digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk pengembangan subsektor petemakan 

di Kota Tual pada masa yang akan datang, bagi segenap stakeholder antara lain 

Pemerintah Kota Tual dalam Dinas Peternakan dan Kehutanan, DPRD, 

Lembaga/Instansi teknis terkait dan masyarakat petemak. 
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KAMI MOHON BAPAKlIBU DAPAT MENGISI DAFTAR PERTANYAAN INI
 
SECARA OBJEKTIF DAN BENAR. PENELITIAN INI DILAKUKAN DALAM
 

KERANGKA AKADEMIK DENGAN TUmAN ILMIAH, SEMUA DATA
 
YANG DIBERIKAN AKAN DUAMIN KERAHASIAANNYA
 

SESUAI KODE ETIK ILMIAH.
 

I.	 INFORMAN PENELITIAN 

NOMOR
 

NAMA
 

ALAMAT
 

PEKERJAAN IJABATAN
 

I.	 Menurut Saudara apakah mekanisme perumusan kebijakan yang telah 

dilaksanakan sudah mengikuti prosedur yang berlaku? 

2.	 Jika perumusan kebijakan belum mengikuti prosedur yang berlaku, maka 

saran Saudara : 

3.	 Apakah Saudara mendukung kebijakan pembangunan subsektor peternakan 

pada taboo-taboo sebelurnnya (2009 - 20 II)? 

4.	 Apabila Saudara tidak mendukung kebijakan sub sektor peternakan, 

a1asannya adaIah : 

5.	 Apa pendapat Saudara tentang program pengembangan ternak pada subsektor 

peternakan? 

6.	 Menurut Saudara bagaimana sebaiknya earn ootuk menentukan jumlah pagu 

anggaran untuk BadanlDinasIKantor yang ada di Kota Tual : 

7.	 Apa permasalahan yang dialami dalam perumusan kebijakan subsektor 

petemakan di Kota Tual? 

8.	 Menurut Bapak!lbu/Sdr apa yang menjadi pendukung dan penghambat 

kebijakan pengembangan subsektor petemakan di Kota Tual? 
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Berikan tanda -,J pada a1tematif pemberian bobot terhadap faktor-faktor 

pendukung dan penghambat yang tersedia untuk kuesioner di bawah ini 

adaIah :
 

I = kurang penting / kurang menentukan.
 

2 = agak penting / agak menentukan.
 

3 = penting /menentukan.
 

4 = sangat penting / sangat menentukan
 

Faktor-faktor yang Mempengarubi implementasi Kebijakan Subsektor 
Peteroakan 

Bobot 
~---,-~-:No.	 I Uraian 

- , 2 3 4 

"-1.- i Faktor Komunikasi 

IPenyaluran Komunikasi
 

IKonsistensi Komunikasi
 

iKejelasan Komunikasi
 
----::--+c:=-=­

2.	 I Faktor Sumber Daya , 
ISumberdaya Manusia r 
IAnggaran
 

IWewenang Dan Informasi
 
: 

3.	 IFaktor Disposisi / Sikap
 

iPersepsi
 

I Respon
 

!Pengaturan birokrasi
 
-------------,- ­

4.	 ; Faktor Birokrasi
 

i Struktur Organisasi
 

i Koordinasi
 

; Satndar OperasionaI Prosedur (SOP)
 
-----------' ­
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ALTERNATIF STRATEGI YANG DITAWARKAN:
 

Berikan nilai daya tarik suatu slrategi adalah dengan memberikan nilai numerik 

«1-4) yang paling sesuai menurut responden. 

Nilai Daya Tarik (NOT) adalah: 

1 = tidak menarik. 

2 = agak menarik. 

3 = cukup menarik. 

4 = sangat menarik. 

Berikan tanda (...J) pada kolom yang tersedia : 

No. Altematif Strategi 1 2 3 4 

I. Intensifikasi budidaya berbagai jenis ternak 

2. 

3. 

4. 

Peningkatan sumberdaya manusia dan 
pemberdayaan petani peternak / kelompok tani 
ternak melalui pelatihan-pelatihan dan magang 
Alokasi anggaran yang cukup untuk 
mendukung program dan kegiatan subsektor 
petemakan 
Membangun ketjasama dibidang petemakan 
dengan lembaga-Iembaga terkait dan 
perusahaan-perusahaan petemakan 

5. Penyuluhan dan pembinaan bidang petemakan 

Informan 
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II.	 PETANI I PETERNAK 

Nama 

Umur 

Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Alamat 

Jumlah Temak yg diterima 

I.	 Sejak kapan Saudara muIai betemak ? ( tabun) 

2.	 Jenis ternak apa yang Saudara pelibara? 

3.	 Atas dasar apa Saudara memelihara ternak? 

4.	 Program pemerintahlbantuan yang sesuai untuk pengembangan ternak di 

Kota Tual? 

5.	 Selain memelibara ternak, usaha apa lagi yang Saudarajalankan? 

6.	 Jenis manfaat yang telah Saudara peroleh dari program temak pemerintah? 

7.	 Berapa besar pengeluaran Saudara dari pemeliharaan ternak selama 3 

tahun terakhir :
 

a Kandang I sarana pendukung
 

b.	 Obat-obatan = 

c.	 Pakan I makanan = 

d.	 Tenaga kelja = 

e.	 Lain-lain = 

8.	 Berapa penerimaan yang Saudara peroleh dari pemeliharaan ternak selama 

3 tabun terakhir : 

a.	 PenjuaIan kotoran (pupuk kandang) = 

b.	 PenjuaIan ternak 

c.	 PenjuaIan telur 

9.	 Apa pennasalahan yang Saudara alami selama memelihara ternak yang 

diperoleh dari bantuan pemerintah? 
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10. Bagaimana perkembangan	 temak yang Saudara terima dari program 

pemerintah? 

II.	 Bagaimana sistem perkawinan temak yang Saudara pelihara? 

12.	 Apa jenis Penyakit yang pemah dialami temak yang Saudara pelihara? 

I.	 Komunikasi 

I.	 Apakah Saudara mengetahui tentang program, kegiatan dan anggaran utuk 

pengembangan subsektor petemakan di Kola Tual? 

2. Dari mana Saudara mengetahui tentang program, kegiatan dan anggaran 

untuk pengembangan subsektor petemakan di Kola Tual? 

3. Apakah Pemerintah alau Dinas terkait melakukan sosialiasi mengernu 

program, kegiatan dan anggaran utuk pengembangan subsektor petemakan 

di Kola Tual? 

4.	 Menurut Saudara bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan 

subsektor petemakan? 

5. Apakah	 ada kegiatan penyuluhan dari dinas terkait selama Saudara 

memelihara temak dari program pemerintah? 

6.	 Berapa kali petugas melakukan penyuluhan? 

II.	 Sumber Daya 

I.	 Menurut Saudara, bagaimana kemampuan petugas dalam memberikan 

penyuluhan alau pengarahan tentang kebijakan pengembangan subsektor 

petemakan di Kola Tual? 

2.	 Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melakukan komunikasi dengan 

para petanilpetemak? 

3.	 Menurut Saudara apakah petuga~ yang memberikan sosialisasi dan 

penyuluhan sudah cukup jumlahnya? 
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III. Sikap 

1.	 Menurot Saudara bagaimanakah sikap para petugas dalam memberikan 

sosialisai tentang program, kegiatan dan anggaran yang dalam rangka 

pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual? 

2.	 Bagaimana sikap Saudara sehubungan dengan program, kegiatan dan 

anggaran yang dalam rangka pengembangan subsektor petemakan di Kota 

Tual? 

3.	 Bagaimanakah pendapat Saudara tentang program, kegiatan dan anggaran 

untuk pengembangan subsektor petemakan di Kota Tual? 

Petemak 
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